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BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) SEBAGAI SALAH SATU 

BADAN USAHA DALAM PRANATA HUKUM PERUSAHAAN DI 

INDONESIA 

(Mike Hariyati, 1310111150, Falkutas Hukum Universitas Andalas, 67 

Halaman, Tahun 2017) 

ABSTRAK 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa hanya mensyaratkan BUM 

Desa didirikan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan secara khusus dalam 

Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Bukan melalui akta notaris atau 

pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM.Dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 

Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa,menegaskan BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang 

berbadan hukum dan BUM Desa yang tidak memiliki unit usaha berbadan hukum. 

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Nagari untuk mendorong tumbuh 

dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat, dan meningkatkan peranan 

masyarakat Desa/Nagari dalam mengelola sumber pendapatan Desa/Nagari. 

Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa permasalahan yaitu: 1) Bagaimana 

mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Desa menurut peraturan perundang-

undangan. 2) Bagaimana bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa.Metode 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu 

suatu pendekatan yang menekankan pada norma hukum dengan cara meneliti data 

sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier melalui tahapan 

penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa 

pendirian BUM Desa ini tidak dapat disamakan dengan pembentukan sebuah 

Badan Hukum berupa Perseron Terbatas, CV ataupun koperasi. Karna dalam 

Peraturan Perundang-Undangan, hanya menetapkan bahwa pendirian BUM Desa 

berdasarkan Peraturan Desa/Peraturan Nagari saja. Serta hal ini tidak sesuai 

dengan hirarki peraturan perundang-undangan, sebab pendirian BUM Desa 

berdasarkan Peraturan Desa/Peraturan Nagari saja tidak mengharuskan dengan 

Peraturan Daerah. Padahal produk hukum terendah itu adalah Peraturan Daerah 

yang ada di provinsi ataupun kabupaten/kota. Sedangkan BUM Desa ini tidak 

harus diatur dalam Peraturan Daerahkabupaten/kota. 
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